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Abstract. Customary law reform in Indonesia in the context of globalization raises significant challenges and 

opportunities. The values of Pancasila, as the ideological foundation of the nation, play an important role in 

ensuring that customary law reform remains relevant, fair and rooted in local culture. Globalization encourages 

the modernization and homogenization of the legal system, which often contradicts the principles of customary 

law based on local wisdom. This article examines how Pancasila values, such as humanity, social justice, unity, 

and deliberation, can be integrated in the process of customary law reform to remain relevant amid global 

dynamics. This research uses a qualitative approach with the methods of literature study, interviews, and 

document analysis. Literature study was conducted to understand the theoretical context of customary law reform 

and Pancasila values, while interviews were conducted with legal experts, academics, and traditional leaders to 

obtain empirical perspectives on challenges and opportunities in customary law reform. Document analysis was 

conducted on policies and regulations relating to customary law and the implementation of Pancasila values in 

Indonesia. The results show that customary law reform based on Pancasila has great potential to deliver a legal 

system that is more inclusive and responsive to the needs of local communities. Key challenges identified include 

difficulties in harmonizing customary law with national and international law and homogenizing pressures from 

global standards. However, opportunities are also found in the ability of updated customary law to provide more 

culturally and locally relevant dispute resolution alternatives. The integration of Pancasila values is believed to 

strengthen the position of customary law within national and global legal frameworks.ract 
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Abstrak. Pembaruan hukum adat di Indonesia dalam konteks globalisasi memunculkan tantangan dan peluang 

yang signifikan. Nilai-nilai Pancasila, sebagai landasan ideologis bangsa, berperan penting dalam memastikan 

bahwa pembaruan hukum adat tetap relevan, adil, dan berakar pada budaya lokal. Globalisasi mendorong 

modernisasi dan homogenisasi sistem hukum, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat 

yang berbasis pada kearifan lokal. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, 

keadilan sosial, persatuan, serta musyawarah, dapat diintegrasikan dalam proses pembaruan hukum adat agar tetap 

relevan di tengah dinamika global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

literatur, wawancara, dan analisis dokumen. Studi literatur dilakukan untuk memahami konteks teoretis 

pembaruan hukum adat dan nilai-nilai Pancasila, sementara wawancara dilakukan dengan pakar hukum, 

akademisi, dan tokoh adat untuk mendapatkan perspektif empiris tentang tantangan dan peluang dalam pembaruan 

hukum adat. Analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan hukum adat 

dan penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum adat 

yang berlandaskan Pancasila memiliki potensi besar untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kesulitan dalam 

harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional serta tekanan homogenisasi dari standar global. 

Namun, peluang juga ditemukan dalam kemampuan hukum adat yang diperbarui untuk memberikan alternatif 

penyelesaian sengketa yang lebih relevan secara budaya dan lokal. Integrasi nilai-nilai Pancasila diyakini dapat 

memperkuat posisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional dan global. 
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1. PENDAHULUAN 

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki peran sentral 

dalam membentuk tatanan kehidupan hukum dan sosial bangsa. Salah satu komponen penting 

dari sistem hukum Indonesia adalah hukum adat, yang memiliki akar kuat dalam tradisi dan 

norma lokal yang diwariskan turun-temurun di berbagai komunitas masyarakat. Hukum adat 

ini bervariasi di seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan keragaman budaya dan daerah yang 

menjadi karakteristik bangsa ini. 

Pancasila memuat nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi Negara Indonesia, yang 

terdiri dari lima prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-

prinsip ini tidak hanya memengaruhi ideologi politik bangsa, tetapi juga sistem hukum, baik 

dalam hukum positif maupun hukum adat. 

Dalam hal ini, hukum adat sejalan dengan Pancasila dalam beberapa aspek, khususnya 

dalam menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan harmoni komunitas. Di tengah modernisasi yang 

pesat, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa hukum adat dapat beradaptasi dan terus 

relevan dengan perubahan zaman. Modernisasi ini harus berlangsung dengan tetap 

menghormati prinsip-prinsip Pancasila, khususnya yang menekankan keadilan dan 

kebersamaan di dalam masyarakat lokal. Hukum adat di Indonesia berfungsi sebagai hukum 

hidup yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan, tradisi, dan keyakinan kelompok etnis 

di seluruh nusantara. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, seperti hukum 

keluarga, warisan, hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat sangat dipengaruhi 

oleh struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga dianggap dinamis dan 

berkembang sesuai konteks. Salah satu kekuatan utama hukum adat adalah kemampuannya 

untuk menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang harmonis dan 

mencerminkan nilai-nilai lokal. Di banyak daerah pedesaan, hukum adat sering kali lebih 

dihormati daripada institusi hukum formal, karena dianggap lebih mudah diakses dan relevan 

secara budaya. Namun, dengan meningkatnya globalisasi dan interaksi antara sistem hukum 

tradisional dan modern, hukum adat perlu beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat yang 

berkembang, tanpa meninggalkan akar tradisionalnya. 

Tantangan besar terletak pada upaya untuk menyelaraskan hukum adat dengan kerangka 

hukum nasional Indonesia. Integrasi ini harus menghormati keragaman tradisi hukum dari 

berbagai kelompok etnis di Indonesia, sekaligus memastikan konsistensi dengan standar 

hukum nasional dan internasional. Seiring waktu, pemerintah Indonesia telah mengakui 
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pentingnya hukum adat dan berupaya untuk mengakui perannya dalam sistem hukum yang 

lebih luas. Konstitusi 1945 memberikan landasan konstitusional untuk pengakuan hukum adat, 

selama tidak bertentangan dengan undang-undang nasional atau prinsip keadilan¹. 

Dalam konteks hukum keluarga, misalnya, praktik-praktik adat sering kali menjadi acuan 

dalam pengambilan keputusan tentang warisan, pernikahan, dan hak asuh anak. Namun, 

keputusan-keputusan ini harus diseimbangkan dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Konsep keadilan dalam Pancasila, yang menekankan 

musyawarah dan harmoni sosial, memainkan peran penting dalam mengarahkan penyesuaian-

penyesuaian ini. 

Dengan berkembangnya globalisasi, interaksi antara hukum adat dan praktik hukum 

modern semakin kompleks. Isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan 

konservasi lingkungan menantang beberapa praktik hukum adat tradisional, sehingga reformasi 

menjadi hal yang tak terhindarkan. Tantangannya adalah memastikan hukum adat tetap relevan 

dan adaptif sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat 

Indonesia². 

Keadilan berdasarkan Pancasila, yang memprioritaskan kesejahteraan kolektif dan keadilan 

sosial, menawarkan kerangka kerja untuk reformasi ini. Keadilan Pancasila menyerukan sistem 

hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat, termasuk yang berasal dari 

tradisi adat. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kompas moral bagi 

pengembangan hukum nasional, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut tetap 

terhubung dengan warisan budaya masyarakat Indonesia. 

Namun, era globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi keberlanjutan hukum adat. 

Globalisasi mendorong arus masuk nilai-nilai asing yang berpotensi menggeser nilai-nilai 

lokal, termasuk yang terkandung dalam hukum adat. Dinamika ini menuntut adanya upaya 

pembaruan hukum adat agar tetap relevan dalam konteks modern tanpa kehilangan identitas 

lokalnya. Di sinilah nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dan 

kedaulatan rakyat, berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan 

pelestarian tradisi lokal³. 

Pembaruan hukum adat dengan berlandaskan Pancasila memberikan peluang untuk 

menyelaraskan kearifan lokal dengan tuntutan globalisasi, tanpa mengorbankan esensi dari 

hukum adat itu sendiri. Pancasila menjadi pedoman dalam menavigasi tantangan-tantangan 

yang muncul dari proses globalisasi, serta membentuk landasan etis dan filosofis dalam 

merespons perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas tantangan dan 
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peluang dalam pembaruan hukum adat di era globalisasi, dengan penekanan pada bagaimana 

nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam proses tersebut. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis gabungan yang melibatkan metode 

normatif, sosiologis, studi kepustakaan, analisis kualitatif, serta studi kasus untuk mengkaji 

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum adat di Indonesia. Metode ini 

dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai nilai pancasila dalam 

pembaruan hukum adat tantangan dan peluang dalam era globalisasi. 

a. Pendekatan Normatif: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk 

menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pembaruan hukum adat dalam 

perspektif nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana 

norma-norma Pancasila diterapkan dalam reformasi hukum adat yang dihadapkan 

pada tantangan globalisasi. 

b. Pendekatan Sosiologis: Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan sosiologis untuk menganalisis bagaimana masyarakat adat menyesuaikan 

hukum adat dengan perkembangan global, sambil tetap menjaga nilai-nilai Pancasila 

sebagai dasar dalam kehidupan sosial. 

c. Studi Kepustakaan: Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan 

artikel yang relevan dengan topik nilai-nilai Pancasila, hukum adat, serta globalisasi. 

d. Analisis Kualitatif: Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan 

melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap komunitas adat serta tokoh-

tokoh hukum untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana hukum adat dapat 

diperbarui tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila. 

e. Studi Kasus: Penelitian ini juga menggunakan studi kasus pada komunitas-komunitas 

adat tertentu di Indonesia, untuk melihat secara spesifik bagaimana mereka 

menghadapi tantangan globalisasi dan peluang yang muncul dalam upaya 

mempertahankan hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  

 

3. PEMBAHASAN 

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki peran sentral dalam membentuk 

dan memandu berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum di negara ini. Lima sila dalam 

Pancasila, yang mencakup nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan 
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sosial, tidak hanya menjadi dasar filosofis negara tetapi juga berfungsi sebagai acuan dalam 

pengembangan dan pembaruan hukum. Salah satu aspek penting dalam pengembangan hukum 

di Indonesia adalah hukum adat, yang merupakan sistem hukum yang berlaku di komunitas-

komunitas lokal di seluruh negeri. 

Dalam era globalisasi, perubahan cepat di bidang ekonomi, teknologi, dan sosial 

menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi hukum adat. Pembaruan hukum adat, dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum 

adat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan global. Artikel ini akan membahas 

bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembaruan hukum adat, serta 

tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. 

Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Hukum Adat 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya penghormatan terhadap 

berbagai agama dan kepercayaan. Dalam konteks hukum adat, nilai ini berarti bahwa hukum 

adat harus memuat prinsip toleransi dan menghormati keragaman keyakinan yang ada di 

masyarakat. Pembaruan hukum adat perlu memastikan bahwa semua individu, tanpa 

memandang agama atau kepercayaan, diperlakukan dengan adil dan mendapatkan 

perlindungan yang setara. Misalnya, dalam pembaruan hukum adat di daerah yang memiliki 

keberagaman agama, harus ada pengakuan dan perlindungan terhadap praktik keagamaan 

masing-masing kelompok dalam kerangka hukum adat. 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

     Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut hukum adat untuk beroperasi 

dalam kerangka keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan hukum 

adat harus menyesuaikan diri dengan standar hak asasi manusia internasional tanpa 

mengabaikan nilai-nilai lokal yang ada. Hal ini mencakup perlunya peraturan yang melindungi 

hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan. 

Integrasi prinsip-prinsip ini dalam hukum adat membantu mengurangi praktek-praktek 

diskriminatif atau tidak adil yang mungkin terjadi. 

Persatuan Indonesia 

     Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan integrasi nasional. Dalam 

konteks hukum adat, ini berarti bahwa pembaruan harus mempertimbangkan bagaimana 

hukum adat berinteraksi dengan hukum nasional untuk mendukung persatuan bangsa. Hukum 

adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan harus berfungsi sebagai bagian dari 

sistem hukum yang lebih luas. Pembaruan hukum adat yang memperhatikan prinsip persatuan 
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akan membantu mencegah perpecahan dan konflik antara hukum adat dan hukum nasional, 

serta mempromosikan rasa kesatuan di antara komunitas yang berbeda. 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

Prinsip kerakyatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan 

keputusan. Dalam pembaruan hukum adat, prinsip ini mengharuskan bahwa semua pihak yang 

terkena dampak hukum adat terlibat dalam proses perubahan dan pembaruan. Ini dapat 

dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh 

adat, masyarakat setempat, dan pejabat pemerintah. Proses partisipatif ini memastikan bahwa 

pembaruan hukum adat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mendapatkan 

dukungan yang luas. 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendorong distribusi yang adil dari sumber daya 

dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. ⁷Dalam konteks hukum adat, pembaruan harus 

memastikan bahwa hukum adat tidak hanya melindungi hak-hak kelompok dominan tetapi juga 

mengakomodasi hak-hak kelompok marginal atau rentan. Ini termasuk perlindungan terhadap 

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat, serta memastikan bahwa hukum adat 

tidak memperburuk ketidaksetaraan sosial. 

 

Tantangan dalam Pembaruan Hukum Adat 

Globalisasi dan Modernisasi 

Globalisasi membawa perubahan yang pesat dalam teknologi, ekonomi, dan budaya yang 

dapat berkonflik dengan hukum adat tradisional. Modernisasi sering kali memerlukan 

penyesuaian pada struktur dan praktik adat, yang bisa menjadi tantangan ketika hukum adat 

dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan. Misalnya, penggunaan teknologi baru dalam 

administrasi atau perdagangan dapat memerlukan perubahan dalam praktik adat untuk 

mengakomodasi perkembangan ini. 

Konflik dengan Hukum Nasional 

Hukum adat seringkali berhadapan dengan hukum nasional yang berlaku secara umum di 

seluruh negara. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional bisa muncul ketika norma-

norma adat tidak sejalan dengan undang-undang nasional atau kebijakan pemerintah. Misalnya, 

dalam hal hak tanah, hukum adat mungkin memiliki aturan yang berbeda dibandingkan 

8dengan undang-undang nasional mengenai hak milik dan penggunaan tanah. Penyelesaian 
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konflik ini memerlukan dialog dan penyesuaian yang hati-hati untuk mencapai keseimbangan 

yang adil. 

Hak Asasi Manusia 

      Salah satu tantangan utama dalam pembaruan hukum adat adalah memastikan bahwa 

perubahan yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia. Beberapa praktik adat yang 

dianggap tidak sesuai dengan standar internasional, seperti penanganan sengketa atau 

perlakuan terhadap perempuan dan anak, memerlukan revisi agar sejalan dengan prinsip-

prinsip hak asasi manusia. Integrasi ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya 

dan adat lokal, namun tetap berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia yang universal. 

Perubahan Sosial dan Urbanisasi 

Perubahan sosial yang cepat, termasuk urbanisasi dan migrasi, mempengaruhi struktur 

sosial yang mendasari hukum adat. Hukum adat yang awalnya dikembangkan untuk 

masyarakat agraris atau komunitas yang stabil mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang semakin urban dan mobile. Penyesuaian hukum adat agar relevan dalam 

konteks perubahan sosial ini memerlukan penelitian dan perumusan yang cermat untuk 

memastikan bahwa hukum tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. 

 

Peluang dalam Pembaruan Hukum Adat 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

     Era globalisasi menyediakan alat dan platform baru untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembaruan hukum adat. Teknologi informasi dan komunikasi, seperti 

internet dan media sosial, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam 

proses pembaruan. Ini membuka peluang untuk mendapatkan masukan yang lebih beragam dan 

inklusif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya mungkin 

tidak memiliki akses atau suara dalam proses hukum. 

Integrasi Nilai Universal 

Pembaruan hukum adat memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

universal hak asasi manusia ke dalam sistem hukum lokal. Dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip universal ini, hukum adat dapat diperkuat untuk melindungi hak-hak dasar dan 

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua anggota masyarakat. Ini juga 

membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan modern, yang dapat lebih 

baik berfungsi dalam konteks global. 
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Pengembangan Hukum Adat yang Adaptif 

   Pembaruan hukum adat memungkinkan pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif 

terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hukum adat yang fleksibel dan responsif dapat 

mengakomodasi inovasi dan perkembangan baru tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional. Ini 

termasuk penerapan prinsip-prinsip adat yang dapat beradaptasi dengan situasi kontemporer 

dan mengatasi tantangan yang muncul dalam masyarakat modern. 

Kolaborasi dengan Hukum Nasional 

   Ada peluang untuk memperkuat kolaborasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk 

menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi dan kohesif. Kolaborasi ini dapat 

memperbaiki koordinasi antara berbagai lapisan hukum, mengurangi konflik, dan 

meningkatkan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Penyelarasan ini juga dapat 

memperkuat legitimasi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang lebih 

besar. 

 

4. KESIMPULAN 

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum adat memiliki peranan yang krusial 

dalam memastikan relevansi, keadilan, dan efektivitas hukum adat di tengah perubahan yang 

dibawa oleh era globalisasi. Pancasila sebagai dasar ideologi negara memberikan panduan etis 

dan normatif dalam memperbarui hukum adat, sehingga mampu menjawab tantangan-

tantangan modern tanpa kehilangan akar budayanya. Meskipun demikian, pembaruan hukum 

adat dihadapkan pada beberapa tantangan seperti globalisasi, konflik dengan hukum nasional, 

dan perubahan sosial. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif agar 

hukum adat tetap melindungi hak-hak masyarakat lokal tanpa mengabaikan hak asasi manusia. 

Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam era ini untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, mengintegrasikan nilai-nilai universal hak asasi manusia, serta memperkuat 

kolaborasi antara hukum adat dan hukum nasional. Pembaruan hukum adat yang berbasis pada 

nilai-nilai Pancasila akan menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas, sehingga dapat 

memberikan kontribusi terhadap persatuan nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

SARAN 

a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pemahaman 

yang lebih baik mengenai pentingnya pembaruan hukum adat berbasis nilai-nilai 

Pancasila. Program edukasi dan pelatihan dapat diadakan untuk memperkuat kesadaran 
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masyarakat terhadap hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses pembaruan 

hukum adat. 

b. Penguatan Peran Pemerintah dan Tokoh Adat: Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi 

dengan tokoh-tokoh adat dalam proses pembaruan hukum adat. Kolaborasi ini akan 

memastikan bahwa hukum adat yang diperbarui tetap relevan dan mendapatkan dukungan 

dari masyarakat setempat. 

c. Penyelarasan Hukum Adat dengan Hukum Nasional: Pemerintah dan pembuat kebijakan 

harus terus berupaya untuk menemukan titik keseimbangan antara hukum adat dan hukum 

nasional, sehingga tercipta harmoni dalam penegakan hukum yang menghormati 

keragaman budaya namun tetap mematuhi prinsip keadilan universal. 

d. Pemanfaatan Teknologi: Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk 

memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembaruan hukum adat. Platform online 

bisa menjadi alat untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara luas, sehingga proses 

pembaruan menjadi lebih inklusif. 

e. Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan: Pemerintah dan akademisi perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait dampak pembaruan hukum adat terhadap masyarakat. 

Evaluasi secara berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi tantangan baru yang 

mungkin muncul dan memastikan bahwa hukum adat tetap adaptif terhadap perkembangan 

zaman. 
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